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ANALISIS IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM
MENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Ahmad Juliarso, S0P M.Si.
Fakules Whmu Sosial don [imo Palitk Liniversinas Cialuh
Jin: R.E. Morindinnta Mo, 1 50 Ciamis

Absirak
(mplementas] e-govermment datom pelnvenan publik pode Pemerintal Doeval difiarapio deaper
mremghas ke pelapmon publik vang lebih cept, lebil batk, dor lebih effvien, sevta dapat meningkotkon
penerapan prinsip-prindp tata kepemerintalion vang baik (good governamce). Penclitian [nd bertufucn
wnrk menganalisis implementasi ¢ -government dalam hal pelavanan publik di Kabupelen Clamis, yang
dicdasarkan pada evalwari pemeringatan ¢-govermment Indoneslo. anolivly indeks kepuasan masyaroaket
mmmmma e-govermment, dan evalnasi implementast e-govermment, Adapun
mitaede yang digimokan dolam penelition fni adalah memggunatan pendekokm desirniptils analixis.
Berdavarkan hasi! pemelithan, kemajign penerapan e-govermment o1 Pemerintah Doeral Kabupaten
Ciowiy  odoloh  telah  bonmvot  mengpmakan  perangkat  lumok  aplikas]  poda A web
www, clamiskob. go id dom sistem mformaxi faimya ywang memmmjong pelobsanaon ugas kanfor s
pelavaman kepoda manaratol ddopun kefemahanmya adalah rerbotauna sumber doye mamia yemg
mampn umhek mengoperasikan dan mengelola aplibasi fersebut Maka dari i, guea memingbankan
pengeloloan e-governcmmt diberikan rokomendasi wnnck difokuken peninglatan kapavitas sumber dayo
mamayia dalam mengeloda aplikayi dan mengintegrosikon sisem informasi . dalam pengeloloon e-
government tersebut dalom rongho peninghatan binerja pelavanan publik dl Pemerintah Doerak
Kabupaten Chamis

Kata kuncl: e-government, pelayanan publik, infegras sittem informisi

L Pendabuluan
Implementasi e-governmens untuk pelayanan publik pada wataran pemeriniah Daerah dihorapkan dapat
menghasillan pelayanan pubfik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien, serta dapat meningkatkan
penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good gevernonce). Pemerintah Daerah bekerja
secam optimal dan terbuka kepada masyarokat, sehingga dapat mempercepat tercapainya visi pemerintah
untuk dapat mewujudkan pelayvanan prima kepada  seluroh masyarakat.
Websiie Pemerintah Doerah merupakan sarana informasi yang sangal penting pada era keterbukaan
informasi publik pada saat ink Melalul website yang dimiliki, Pemerimah Deerah  dapat
menginformasikan kepada publik/masyaraknt  femtang  berbagai hal yang berkaitan dengan
penyelenggarman urusan pemeriniahan dan pelaksanoan pembanguman, schingga publik/masyarakss
~ dupat mengetahui segala informasi dan perkembangan vang terjadi di daerabnya, Demikion halwya pada
Pemerintah Daerah Kebupaten Ciomis, selain memiliki website Pemerintah Doerah, beberupa SKPD
lingkup Pemerinah Dacrah Kabupaten Ciamis juga memiliki website tersendiri. schingga informasi
yang berkaitan dengan program, kegistan, tuges dan fungsi SKPD dapat diketabui oleh masyarakat
melalui website ind. ]
Domain website yvang dimiliki oleh Pemerinioh Deerah Kabupaten Ciamis yaitu www_cinmiskab go id.
Sedanghan Website SKPD schagaimana dimaksud di ates adalah merupskoan subdomain darl Website
merintah Dacrah Kabupaten Ciamis Dalam Website SKPD menyediakan berita, profil SKPD,
Iﬂlmm Pembanguman dan lain-lain
I_Hl imhun 2017 selurih SKEPD di Kabupaten Chamis sudah memiliki website vailu schamyak 63
(Enampuluh |ip]n SKPD dari yang ditrgetkan sebaryak 5 (Hima) SKPD, Pembustan/kepemilikan
wehsilc -nH: setiap SKPD merupakan salah satu upays dalam mangka meningkatkan transparans atas
berbagni informasi kepada masyarakat serta sebagai salah satu program Pemerintah Dauerah Kabupaten
mis dalam rangkn menuju Swart Ciry.
e un teknologl doan informasi dalam e-goveruneny telah mempengarshi pola manajemen dalam
arsan  pemerintahan,  Penggunoan  tekmologi  informasi  dalam  e-governmeny  dapat
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meningkptkan penerapan prinsip-pringip i kepemerintohan yang baik (good govermanice) dan dapat
memberikan pelayanon publik yang lebih cepmt dan efisien, Dalam implementasi e-govermmenr untuk
peinyonan publik, Kendaln yang sering dibndapi tidak hanya pada  ketersediaan teknologi dan dann
penumjang operasional, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan manajerial yang Komplek
{ Dvovivanto, 2006),

Salah satu faktor penting dalam Keberhasilan implementasi e-government umiuk pelayanan publik adulah
adanyns komitmen pimpinan pemerintahan daerah, dan kompetensi sumberdaya manusin (Faizah, dikk,
2009). Masyarakat dalam hal ini schagai pelanggan dari pelayanan publik, memiliki harapan agar kinerja
penyclenggara pelnyanan publik semakin profesional, dan mampu memuaskan masyarakal.

Penelitian ini bertujunn untuk melakukan analisis terhadap implementasi e-government pada Pemerintah
Dacrah Kabupaten Ciamis dalam kasitannya peningkastan kinerjn pelayanan publik. Hasil penelitian in
memberikian informasi tentang kondisi fakiual berupa keunggulan dan kelemahnn dalam implementasi
e-governmeni pada Pemerintah Daersh Kabupaten Chamis, sehingga dapat memberikan lingkah-langkah
dalam upaya meningkatkan kinerja pelayvanan publik. Berdasarkun fiaktor dari aspek kelemahan
diberikan saran sebagai bahan masukan untuk pengembangan dan implementasi e-povernment dalam
rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang prima

11. Metodologi penclitian
Penelitian inl menggunakon metodologi dengon pendekstan deskriptif annlisis, berkaimn dengan
implementasi ¢-government dalam mngka peningkaten kinerja pelayanan publik berbasis e-govermment
di Kabupaten Ciamis. Pendekatan analisis 1ersebut didasarkan pada Instruksl Presiden Nomor 3 Talum
2003 wntang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goversment dan Peraturan Menteri
Pendoyagunann Aparatur Negsra dan Reformasi Birokrasi Mo, 38 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penilaiun Kinerjs Unit Pelayanun Publik. Analisis implementasi e-governmonr dalam peningkatan
kinerja pelavanan publik di Kabupaten Ciamis. adapun dalam penclitian ini menggunakan 3 (1iga)
aspek pendekatan, vt

I. Evaluasi pemeringkatan e-goviernmend [ndonesia Kabupaten Ciamis.”

2. Amalisis indeks kepuasan masyarakal terhadap pelayanan pubfik berbasis e-government Pemerintah

Dragrah Kabupaten Clamis.

3. Evaluasi implementasi e-government Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
Evaluasi pemeringkatan e-govormmen? Indonesia (PeGl) di Kabopaten Ciamis menggunakan § (lima)
dimensi, yaitu kebijakan, kelembagnan, infmstruktur, oplikesi, don perencansan (Direkiormt E-
govermmen Dircktorat Jenderal Apliknsi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika R,
=012}, Seviap dimensi dalam PeGl dijabarkan kedalam beberapa kriterin atau atribut {Fitriansyah, dkk.,
2013). Penilaion kualites pelaynnan publik berbasis e- government menggunakan dimensi dan atribu
dalam PeGl di Kabupaten Ciamis disesuaikon dengan Persturan Menteri Pemdayagunnan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 temang Pedoman Peniliian Kinerjn Unit
Pelayanan Publik. Sesuai dengan Peratursn Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi tersebut, perlu
dianalisis indeks kepuasan masyamkat ferhadap pelayanan publik berbasis e-govermmen menggunakan
Keputusan Menteri Pendayagunsan Aparmtur Negara Nomor Kep/25/M. Panv2 2004  tentang Pedoman
Urmum Penyusunan Indeks Kepensan Masyarakat Unbt Peloyanan Instansi Pemerintah, Analisis lndeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik berbasis e-government menggunakan prinsip
pelayanen dengan 14 unsur minimal yang sebagal dosar pengukuran TKM.
Sedangkan untuk evoluns implementasi e-govermment untuk pelayanan publik menggunakan pedoman
penilainn sifmt transaksi informasi dan pelayanan publik yang disedinkan oleh Pemerinmh Dagrah
Kabupaten Ciamis menggunakan 4 {empat) tingkatan, yaitu tingkatan persiapan, pemmangan,
pemantapan dan pemanfisatan seswai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, Adapun tujuan
dari penelition tni yaitu umuk mengetahui pemeringkatan dalam aspek pengembangan dan implementas
=govgrmment (Sosiawan.2008). Selanjutnva dalam aspek implememasi e-governmeny dievaluasi jusa
terhadap aspek pelayanan publik yang bersifat Government 1o Government (G2G), Governmeont in
Bisiness(G2BY, atan CGovernmen o Consmmers (G20),
Penelitian ini dilakukon pada beberapa SKPD Pemerinmh Dacrah Kabupaten Cinmis. Datn yans
digumakan dalam penelition ini adalah data pengamatan langsung, hasil survey dan wawancars berkaitan
sistemn, aplikasi dan datn transaksionel deri situs e-govermment www.clamiskab.go.id. Data hasil survey
menggunakan daty sekunder vang berasal dari Bagian Pengolahan Dot Elektronik (PDE) dan Badan
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Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPFTPM) Kabupaten Ciomis. Data kondisi
aplikasi pada pengelolasn e-governmen Kabupasen Ciamis berasal dari Bagian POE pada bulan Oltober
2017. Data terkait dengan kondisi faktual e-governmenr Kabupaten Ciamis menggumakan pengamatan
langsung pada situs www.ciamiskab.go.id pada bulan Oktober 2017, Untuk data kepuasan masyarakat
terhadap kinerja pelayanan publik di Kabupaten Ciumis menggunakan datn responden dari pam
pelanggan yang telah melakukan transaksi perijinan pada BPFPTPM secars online pada kondisi sampai
dengan Oktober 201 7.

L Pembahasan
a. Pelayanan Publik Berbasis E- Govermment
Penggunnan e-government untuk pelsyanan publik bertujuan untuk memberikan pelayunan publik secara
penuh kepadn masysmiot dalam bentuk penymmpalan informasi meliputi penyampaian informasi,
program kerja, visi misi, pelayanan publil. hingga hubungan ke setiap Sanuan Kerja Pemerintah Kerja
(SKPD), termasuk ke pihak chsternal. Peran sirategis penggunasn e-government jugn  untuk
menemukenali bidang-bidang unggulan yoang dimiliki dan  mempunyal potensi untuk dikembangkan
memanfastkan sistem jaringan mefalud intemetintranct.
Pelayanan publik weng berkualitas merupakan amanat dari UL Rl Nomor 25 tabun 2009 tentang
Pd.nrum Publik wang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ager fungsi-fungsi
dalam melaksanakan pelayanan publik dapat berjalan efektif. Fqg-hrlnpmlhlm kinerja
pelayanan publik diater dalam Peraturan Merleri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2012
lentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Sesuml dengan UU Pelayanan Publik,
mmpu.kmmmmmmmmm rangks pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuni dengan peraturan perundang-undangan begi setiap warga negarn dan
penduduk atas  barang, jasa, dan/astau peloyanan sdminisirasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Pelayanan publik dan penyelenggara pemerintah menggunakan standar pelayanan
yang merupokan tolok ukur vang dipergunakon sebagal pedoman penvelenggaman pelayanan, sertn
acuan penilaion kualitns pelayanan sebagsi kewajiban dan janji pemerintah kepada masyarakat dalam
rengka pelayanan yang berkualitns, cepat, mudah, terjangkau. dan terukur.
Pelayanon publik berbasis e-governmens dapat mempermudah mosyamkat untuk mengakses berhagai
layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemeriptahan (Junaidi, 2011). Kelengkapan dan
keterbukaan informasi pada e-governmens vang dapmt dinkses nkon mendorong lerciplanya good
governamce dalam pemerintahan melalul peningkstan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga-
lembaga imyanan publik. £-govermment juga dihempkan dapat meningkatkan produktivites dan efisiensi
birokrasi, schiniga dapat meningkatkan kretifitas dan lnovasi, baik dari pihak penyelenggara pelayanan
publik astaupun bagi masvarakal. Pencrapun e-goversment untuk pelayanan publik dapat meningkatkan
komudahan dan efisiensi. Misaliva pads layanan sistem Layanan Pengndmon Barsng/lasa Secam
Elektronik (LPSE) telah terbukti menghasilkan efisiensi yang sangat ninggl. Penernpan satu jenis layanan
berbasis e-governmens puda  pemerinitahan jujzs ielah dapat memberikan manfanmys dari segi efisiensi
dan produktifitas.
Berdnsarkan Inpres Nomor 3 Tabun 2009 tentang Kebijakan dan Strategi Naslonal Pengembangan £-
Government, pemerintab horus mampu mememubi dua modalitas wntutan masyarmkat yang berbeda
namun berkalton erat. yaitu
1. Masyeraknt menuntut pelayanan publik yang memenubi kepentingan masyarakat luas di seluruh
wilaynh Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangicau secar imteraktif;
2. Masynrakat menginginkan agar aspirasi merekn  didengar, schingga pemerintah  harus
memflasilitnsl pantisipasi dan dislog publik di datam perumizsan kebijakan negara
Untuk mengembangkan sistem manajemen dengan memanfaatkan kemajuan teknologl informasi dan
komunikasl, maka pemerintah kota/daerah secars olonom hans dapat melaksanakan proses transformasi
menuju e-government. Sesunl definisi dari Bank Dunig, e-governmens merupakan penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintal, yang memungkinkan pemerintah entuk mentransformasikan hubungan
dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan,
Sesunl dengan Inpres Nomaor 3 Tahun 2009, pengembangan ¢-governmend dinmhkan untuk mencapai
empal tujusn, yaitu ;
I. Pembentukan jaringan informasi don transaksi peloyunan publik yang memiliki kualitss dan
lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah
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Indonesin pads setiap sant tanpa dibamsi oleh sekat waktu dan binya yang terjongkau oleh
masynrnkat,

2. Pembentikan hubungan interndtif dengan dunin wsnha untuk meningkntkan perkembangan
perckonominn nasional dan memperkunt kemampuan menghadapl  perubahan don persaingan
perdagnngan infermasional.

3, Pembentukon mekanisme don  slurmn komonikas: dengan  lembagn-lembagn  negam  serta
penvedinan Tasilitas dinlog publik bagi masvarakal ogar dapae  berpartisipase dalam perumusan
kebijakan negara,

4. Pembentukan siztem manajemen dan proses: kega yang transparan dan efisien serta memperlamcar
immsnksi dhan laynnan antar lembaga pemerintah dan pemerintah dagrnh olonom,

b, Evaluasi Pemeringhkatan £- Government Indonesia
Evaluasi untuk pemeringkatan e-government Indonesis (PeGl) mengguna kun lima dimensi yang dikaji.
yaitu kehijakan, Kelembagaan, infrastruktur, splikasi, dan perencanzan. Masing-masing dimensi
memiliki bobot yang sama dalam penilnian karena semuanya disnggap penting. saling terknit. dan saling
menunjang antara safu dengan yang lainnyva (Direktorn E-Goversment Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatikn, Kememerian Komunikasi dan Informuatika RI, 20012). Setinp dimensi dolam  PeCl
dijabarksn kedalam beberapa kriteria staw stribut,
I. Kebijakan. Dimensi kebijakan berhubungan dengan produk hukum don dokumen resmi sehingal
pedomnn dan amhan uniuk mendorong pemanfaatan Teknologl Informesi dan Komunikasi (TIK ).
2. Kelembagann, Dimensi  kelembapgain berhubungan  dengan  Kebenidoan orgunisasi  yang
berwenang dan bertanggung jawah alas pengembangan dan pemaniaatan TTE.
3. Infrastrukiur, Dimensi infrastrukiur berhubungan dengan sarmna danprosdrang  yang mendukung
pengembangan dan pemanfaatan TIE.
4. Aplikasi. Dimensi aplikasi berhubungan dengan ketersedizan dan dimanfaatkannya piranti lunsk
aplikasi yang mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan dalam pelayanan publik.
5. Perencannan. Dimensi perencanaan berhubungan dengan proses perencanasn TIK dan master plan
pengembangan TTK.
Daolam melakukan evalussi terhadap atribut pada PeGl di Pemriniah Daerah Kabupaten Clamis uniuk
keperluan penilaion kualites pelayanan publik berbasis e governmen  disesuaikan dengan Peraturan
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi  Momor 38 mhun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik, d=n disesvaikan dengan kebutuhan kegiatan e-govemment dan TIK di Kabupaten
Ciamis,
Hasil evaluasi berdasarkan  dats darl isian kuisioner pemeringkatin PelG] Kabupaten Clamis tabun
2017, keberadaan ¢-govermon! Kabupaten Clamis untuk kelima dimensi masih sangat kurang, yoitu
berada pada angka 132, Salah satu faktor yang sangat dominan menychabkan penilaian berdasarkan
Peil memberikan nilai katagori Kurang disebabkan karenn masih Kurangnyn aplikasi-aplikasi yang
digunakan dan lemashnya peraturan yang memayungi kebijakan pengelolann e-governmen,
Berdusarkan data dari isian kuisioner pemeringkatan e-govermment Indonesia (Pedl) Kabupaten Ciamis
tihurt 2017 dan dari hasil pemetaan penggunaan sits pada semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD), sertn evalunsi terhadap atribut dan indikator padn setiap dimenst, diperoleh beberapa faktor
utnmn yang menjudi kelemahan dalam pengembangan dan implementasi e-governmen Kabupaten
Cinmis untuk peningkatan kineria pelayanan publik. Keberhasilan dalam implementasi o-government di
Pemerintah Daerah Kobupaten Clamis tidak hanya tergantung pada infrastrukior komunikesi data dan
informasi, melainkon juga pada infrastrukiur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangin
sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan perataran,
Berikut beberapa faktor utsma pada setiap dimensi yang menjadi kelemahan dalam implementasi ¢-
governmens untuk pelavanan publik, Fakior wama tersebut menjadi perhatian dalam melakukan
perbaikan niau penvempurmaan implementasi e-govermmen vang bertujuon untuk peningkatan  Kinerja
pelayanan publik,
l. Kebijakan
n Koordinasi kegistan don gngearan.
Koordinesi kegiatan dan anggarun untuk pengembangan dan pemonfastan  TIK untuk setiap SKPD
sangnt berperan untuk melakukan perencanaan dan evalusi atas efekiifitas dan efisiensi anggaran TIK
schagnimana tujuan diselenggarakannya e-government. Sementars pada pemerintsh dnerah Kabupaten
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Cimis, diketahul koondinasi untuk pengembongan dan pemanfieadan TIK masih kurang baik, dan
ketersediaan pnggaran untuk mendukung kegiatan tersebut masih belum optimal,
b,  Stndard Operpfing Procedsre (S0OP) pengadaan, perencanaan, pemanfastan  dan

pengendalian.
Penggunaan SOP pengadann, percncanaan, pemanfastan  dan  pengendalian  terkait  demgan
pengembangan dan pengelolaan e-government Pemerintah Daersh akan mendorong keberhasitan dalam
penvelenggarann pengadaan dan permanfaatin TIK agar setlap SKPD dapat menyesuaikan dengan
standdar anggaran dan operasional vang telnh difentukon. Berdasarkan hasil penelitinn diketahui SOP
terkait dengan pengembangan dan pengelolan e-govermment pada pemerintah daerah masih belum
tersedia secara menyeluruh,
2. Kelembagaun
8. Organisasi fungsional,
Belum adanya organisssi fungsionsl seperti Dewan TIK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cinmis
scbagaimana pengarahan dari Kementrian Komunikasi dan Informasl pada Peraturan Menteri Kominfo
Nomor 4] Tahun 2007 (tentang Pandusn Umum Teta Kelola Teknologl Informasi dan Komunikasi
Masional) beresiko banyak usulan kebijakan dari pepabat Eselon 3 tidak bisa menjangkau ke seluruh
SKPD vang schagian besar berada di Esclon 2.
b. Lembaga khusus wang menangani TIK.
Pemerinish Dacrah schanssnya memiliki sebuah lembaga khusus vang menanguni TIK untuk
pengeloloan e-governmeni. Schinggn kewenangan pengelolaan TIK menjadi jelas. apakah ;H.i Bq,'llﬂ
Kominfo, Bagisn PDE atoupun Bagion Humas. K:bnﬂ-lhuhqlnﬂlhnmmhmhﬂ
pengembangun don pemanfoatan ﬂ&ﬂhhﬂﬂnﬂmmmmw-ﬂﬂdlw
dengan baik, dan mampu menyediskan e-government yong efektif dan efisien di lingkungan
Pemerininh Dograh. Dalam hal ini pemeriniah daerah Kabupaten Cramis belum memiliki lembaga
khusus yang menangani TIK dolam pengelolsan e-gowvermment Sehinggs pelaksanannyn masih
digerahkan képads masing-masing operator di SKPLD,
e, Tenmga teknis dalam bidang TIK.
Adanva lemsaga teknis programer, analis sistem don eknisi jarngan yang cukup diserni dengan pelatihan
berjenjang dapat menunjang keberhasilan loyanan infrastruktur TIK. Pada Pemerintah Daerah
Kibupaten Clamis sendir, ditemulomn masil kurangnva tenogn teknis dalom penn:nlullu TIK it sendirl.
3, Aplikasi
Link e-govermmens. Adonva link e-government ke unit lain sampai tingkat kecamatan dan desa, maka
infmstruktur yang ada dapat dimanfaatkan secarn optimal untuk kebutuhon e-govermmmens. Sampai sant
ini, pemerintzh dacrah kabupaten Clamis sudah memiliki beberapa link yang dapat digunakan dalam
urusan pemerintahan, misalnya adanya link Siskeudes, memudahkan pemerintah Desa uniuk mengelola
keuangan desa dan melaporkan berbagal laporan kevangan vang digunakan oleh desa.

4, Infrastruktur

n Pengelolaan banawisdrh,

Pengelolaan banahwidh sudah dilakukan secara terintegrusi, schingga bandwidth yang tersedia dapat

 digunakan secara oplimal vang dapat digunakan oleh setinp SKPD sesuai dengan kebutuhan.

b, Peranglon skses, server dan stomge.

Belum adanya data center yvang sesual Jengan standor, sehinggs kebutuhan peranghkat umuk akses,

server dan storage belum dapat dikelola oleh SKPD terentu, misainya pada Kominfo, PDE maupun

‘Humas. Poadahal Pengelolaan data cemter secars mandiri akan mereduksi kemwanan keamanan

informasi,

5. Perencanuan

& Businews Comimeity Plan pengelobaan infrastruktur TIK,

' Bumimexy Continsity Plan pengelotoan infrastrokier TIK perlu disdakan, sehingga jiks rerjadi kegagalan

h:im layanan dlpll segers distasi dengan tindakan yang cepat, akurat dan efektil untuk menjamin
sistem.

1‘. Koordinasi pengusulan kegintan TIK SKPD.

Koordinesi pengusulan kegintan TIK SKPD perly dilakukan agar tudak menyulitkan pengambil

mmm&mmmﬂmwdlﬂuﬁﬁ

Fungsi perencannan dan kontrol,
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Indonesin pads setiap sant tanpa dibamsi oleh sekat waktu dan binya yang terjongkau oleh
masynrnkat,

2. Pembentikan hubungan interndtif dengan dunin wsnha untuk meningkntkan perkembangan
perckonominn nasional dan memperkunt kemampuan menghadapl  perubahan don persaingan
perdagnngan infermasional.

3, Pembentukon mekanisme don  slurmn komonikas: dengan  lembagn-lembagn  negam  serta
penvedinan Tasilitas dinlog publik bagi masvarakal ogar dapae  berpartisipase dalam perumusan
kebijakan negara,

4. Pembentukan siztem manajemen dan proses: kega yang transparan dan efisien serta memperlamcar
immsnksi dhan laynnan antar lembaga pemerintah dan pemerintah dagrnh olonom,

b, Evaluasi Pemeringhkatan £- Government Indonesia
Evaluasi untuk pemeringkatan e-government Indonesis (PeGl) mengguna kun lima dimensi yang dikaji.
yaitu kehijakan, Kelembagaan, infrastruktur, splikasi, dan perencanzan. Masing-masing dimensi
memiliki bobot yang sama dalam penilnian karena semuanya disnggap penting. saling terknit. dan saling
menunjang antara safu dengan yang lainnyva (Direktorn E-Goversment Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatikn, Kememerian Komunikasi dan Informuatika RI, 20012). Setinp dimensi dolam  PeCl
dijabarksn kedalam beberapa kriteria staw stribut,
I. Kebijakan. Dimensi kebijakan berhubungan dengan produk hukum don dokumen resmi sehingal
pedomnn dan amhan uniuk mendorong pemanfaatan Teknologl Informesi dan Komunikasi (TIK ).
2. Kelembagann, Dimensi  kelembapgain berhubungan  dengan  Kebenidoan orgunisasi  yang
berwenang dan bertanggung jawah alas pengembangan dan pemaniaatan TTE.
3. Infrastrukiur, Dimensi infrastrukiur berhubungan dengan sarmna danprosdrang  yang mendukung
pengembangan dan pemanfaatan TIE.
4. Aplikasi. Dimensi aplikasi berhubungan dengan ketersedizan dan dimanfaatkannya piranti lunsk
aplikasi yang mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan dalam pelayanan publik.
5. Perencannan. Dimensi perencanaan berhubungan dengan proses perencanasn TIK dan master plan
pengembangan TTK.
Daolam melakukan evalussi terhadap atribut pada PeGl di Pemriniah Daerah Kabupaten Clamis uniuk
keperluan penilaion kualites pelayanan publik berbasis e governmen  disesuaikan dengan Peraturan
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi  Momor 38 mhun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik, d=n disesvaikan dengan kebutuhan kegiatan e-govemment dan TIK di Kabupaten
Ciamis,
Hasil evaluasi berdasarkan  dats darl isian kuisioner pemeringkatin PelG] Kabupaten Clamis tabun
2017, keberadaan ¢-govermon! Kabupaten Clamis untuk kelima dimensi masih sangat kurang, yoitu
berada pada angka 132, Salah satu faktor yang sangat dominan menychabkan penilaian berdasarkan
Peil memberikan nilai katagori Kurang disebabkan karenn masih Kurangnyn aplikasi-aplikasi yang
digunakan dan lemashnya peraturan yang memayungi kebijakan pengelolann e-governmen,
Berdusarkan data dari isian kuisioner pemeringkatan e-govermment Indonesia (Pedl) Kabupaten Ciamis
tihurt 2017 dan dari hasil pemetaan penggunaan sits pada semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD), sertn evalunsi terhadap atribut dan indikator padn setiap dimenst, diperoleh beberapa faktor
utnmn yang menjudi kelemahan dalam pengembangan dan implementasi e-governmen Kabupaten
Cinmis untuk peningkatan kineria pelayanan publik. Keberhasilan dalam implementasi o-government di
Pemerintah Daerah Kobupaten Clamis tidak hanya tergantung pada infrastrukior komunikesi data dan
informasi, melainkon juga pada infrastrukiur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangin
sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan perataran,
Berikut beberapa faktor utsma pada setiap dimensi yang menjadi kelemahan dalam implementasi ¢-
governmens untuk pelavanan publik, Fakior wama tersebut menjadi perhatian dalam melakukan
perbaikan niau penvempurmaan implementasi e-govermmen vang bertujuon untuk peningkatan  Kinerja
pelayanan publik,
l. Kebijakan
n Koordinasi kegistan don gngearan.
Koordinesi kegiatan dan anggarun untuk pengembangan dan pemonfastan  TIK untuk setiap SKPD
sangnt berperan untuk melakukan perencanaan dan evalusi atas efekiifitas dan efisiensi anggaran TIK
schagnimana tujuan diselenggarakannya e-government. Sementars pada pemerintsh dnerah Kabupaten
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Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPFTPM) Kabupaten Ciomis. Data kondisi
aplikasi pada pengelolasn e-governmen Kabupasen Ciamis berasal dari Bagian POE pada bulan Oltober
2017. Data terkait dengan kondisi faktual e-governmenr Kabupaten Ciamis menggumakan pengamatan
langsung pada situs www.ciamiskab.go.id pada bulan Oktober 2017, Untuk data kepuasan masyarakat
terhadap kinerja pelayanan publik di Kabupaten Ciumis menggunakan datn responden dari pam
pelanggan yang telah melakukan transaksi perijinan pada BPFPTPM secars online pada kondisi sampai
dengan Oktober 201 7.

L Pembahasan
a. Pelayanan Publik Berbasis E- Govermment
Penggunnan e-government untuk pelsyanan publik bertujuan untuk memberikan pelayunan publik secara
penuh kepadn masysmiot dalam bentuk penymmpalan informasi meliputi penyampaian informasi,
program kerja, visi misi, pelayanan publil. hingga hubungan ke setiap Sanuan Kerja Pemerintah Kerja
(SKPD), termasuk ke pihak chsternal. Peran sirategis penggunasn e-government jugn  untuk
menemukenali bidang-bidang unggulan yoang dimiliki dan  mempunyal potensi untuk dikembangkan
memanfastkan sistem jaringan mefalud intemetintranct.
Pelayanan publik weng berkualitas merupakan amanat dari UL Rl Nomor 25 tabun 2009 tentang
Pd.nrum Publik wang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ager fungsi-fungsi
dalam melaksanakan pelayanan publik dapat berjalan efektif. Fqg-hrlnpmlhlm kinerja
pelayanan publik diater dalam Peraturan Merleri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2012
lentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Sesuml dengan UU Pelayanan Publik,
mmpu.kmmmmmmmmm rangks pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuni dengan peraturan perundang-undangan begi setiap warga negarn dan
penduduk atas  barang, jasa, dan/astau peloyanan sdminisirasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Pelayanan publik dan penyelenggara pemerintah menggunakan standar pelayanan
yang merupokan tolok ukur vang dipergunakon sebagal pedoman penvelenggaman pelayanan, sertn
acuan penilaion kualitns pelayanan sebagsi kewajiban dan janji pemerintah kepada masyarakat dalam
rengka pelayanan yang berkualitns, cepat, mudah, terjangkau. dan terukur.
Pelayanon publik berbasis e-governmens dapat mempermudah mosyamkat untuk mengakses berhagai
layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemeriptahan (Junaidi, 2011). Kelengkapan dan
keterbukaan informasi pada e-governmens vang dapmt dinkses nkon mendorong lerciplanya good
governamce dalam pemerintahan melalul peningkstan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga-
lembaga imyanan publik. £-govermment juga dihempkan dapat meningkatkan produktivites dan efisiensi
birokrasi, schiniga dapat meningkatkan kretifitas dan lnovasi, baik dari pihak penyelenggara pelayanan
publik astaupun bagi masvarakal. Pencrapun e-goversment untuk pelayanan publik dapat meningkatkan
komudahan dan efisiensi. Misaliva pads layanan sistem Layanan Pengndmon Barsng/lasa Secam
Elektronik (LPSE) telah terbukti menghasilkan efisiensi yang sangat ninggl. Penernpan satu jenis layanan
berbasis e-governmens puda  pemerinitahan jujzs ielah dapat memberikan manfanmys dari segi efisiensi
dan produktifitas.
Berdnsarkan Inpres Nomor 3 Tabun 2009 tentang Kebijakan dan Strategi Naslonal Pengembangan £-
Government, pemerintab horus mampu mememubi dua modalitas wntutan masyarmkat yang berbeda
namun berkalton erat. yaitu
1. Masyeraknt menuntut pelayanan publik yang memenubi kepentingan masyarakat luas di seluruh
wilaynh Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangicau secar imteraktif;
2. Masynrakat menginginkan agar aspirasi merekn  didengar, schingga pemerintah  harus
memflasilitnsl pantisipasi dan dislog publik di datam perumizsan kebijakan negara
Untuk mengembangkan sistem manajemen dengan memanfaatkan kemajuan teknologl informasi dan
komunikasl, maka pemerintah kota/daerah secars olonom hans dapat melaksanakan proses transformasi
menuju e-government. Sesunl definisi dari Bank Dunig, e-governmens merupakan penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintal, yang memungkinkan pemerintah entuk mentransformasikan hubungan
dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan,
Sesunl dengan Inpres Nomaor 3 Tahun 2009, pengembangan ¢-governmend dinmhkan untuk mencapai
empal tujusn, yaitu ;
I. Pembentukan jaringan informasi don transaksi peloyunan publik yang memiliki kualitss dan
lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah
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Lemahnya fungsi perencanaan dan kontrol dapat berestko antara lain implementasi TTK  tidak  dapa
ferukur secam lnngsung dalsm menunjang misi pemerintshan kota, ketimpangan dalam implementasi
TIK di unit-unit di Hingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciomisketidakscragaman standar
teknologi, kebijakan dan kewnjaran harga dalam pelaksanoan kegiatan TIK di SKPD, redundansi
kegintan terkndt TIK, vang sebenarmya dapat diintegrasikan, dan tidak terintegrsinya kegiatan-kegintan
1.

d. Fungsi monitoring dan evaluasi TIK.

Kegiatan monitoring dan evaluasi TIK dalam implementasi ¢-govermment dapst mengatusi adanya
kesulitan untuk keberfangsungan aplikasi dalam jangks panjang. sehingea dapat diketahul secara jelas
kondisi dari implementasi TIK dalam pengelolaan e-govermmens,

e Anslizls IKM Terhadap Polavanan Poblik Berhasis E-Govermmenys
Berbagai jends pelavanpn publik Pemerintah Daeral Kabupsten Ciamis telah  dilaksanakan melalui
sistemn pelsvanan berbasis e-povermmend menggunskan fasilits TIK. Sistem inl merupakan inovas
unfuk memberiknn kemudshan dalam percopatan lavanan. Salah smu pelavanan publik berbasie o
govermment di Ksbupaten Ciamis adalah layanan perijinan dan investasi ying telah menggunakan
aplikasi perijinan yang berbasis web. Dengan penggunaan aplikasi ini, mukn dibampkon mompo
memberikan pelayanan kepada masyarnkat yang lehih baik dnn optimal, sehinggn kebutuhan akan
informasi yang berkaitan dengan perijinan dapatiersampaikan kepada masyarakat dengan cepat, benar
dan miudah.
Dukungan TIK pada e-governmems dapal memberikan akses informasi yong lebih luas kepada
masyarakat, dan masyamkai dopat menyampaikan keluhan secarn online. Otomamisasi dengon didukung
sustu Sistem Informasi Pelayanan Perijinan secara terpadu dan online sangmt diperlukan guna
memberikan pelayanan publik vang berkualitas (prima) sehingga good governance dapat lercapai
Indeks Kepuasan iviasvarakat (IKM) merupakan suntu ukuran unfuk mengukur sejauh mana pemerintah
mampu  memberikan pelayanan yang terboik  bagi masyaraka! dan sejaubmana pemerintahan telah
menjalankan perannya  dengan baik sesuni dengan indikakor yang telah ditetapkan. Dasar penentuan
KM menggunaksn  Keputusan  Menteri Pendayagumasn  Apsrstur  Negarn  Nomor
Kep 25M PANZZ0M tentang  [ndeks Kepusian Masvaraknt Sesual dengan keputusan menteri
tersebut, (KM merupakan ukuran vang berhubungan dengan tingkat kepuasan masyarakst vang
diperoleh dari hasil pengukuran secars kuantitati§l dan kualisatif atas pendapst masysrakal dalam
memperoleh pelayanan  dari sparstur penyelenggam pelayanan publik dengan membandingkan anmara
harapan dan kebutuhannyn Sesuni dengmn keputusan menterl, pengukuran (KM menggunnkan 14
unsur penilaian sehagai  unsur minimal yang harus dilnkukan,
Analisis IKM terhadop prhp:-.n publik berbasis «.goversmen di Pemerintah Daerah Kebupaten
Cinmis dalam penelitian ini menggunakan sampel pada Badan Pelayanan Perifinn Terpadu dan
Penanaman Modal (BPFPFTPM), meliputi :
1. Bidang Perijinan Kesra dan Lingkungan
2. Bidang Perijinan Pembangunan
3, Bidnng Perjinan Perekonomisn
Mulal tmhun 2014, BPPFTPM Kesbupaten Ciamis telah melakukan survey untuk IKM secarn on line
melalui situs web yang ada di BPPTPM. Sebagai responden untuk survey secarn online mdalah pars
pelanggan yang telah melakukan tansaksi perfjian pada BPPTPM.
Pengumpulan data responden dilakukan oleh BPPTPM Kabupaten Ciamis pads twhun 2017
menggunakon metode survey  dengan responden  para pelanggan yang telah melakukan trapsaksi
Berdisarkan datn tersebit, husil 1KMW pada Badan Pelayanan Perijinn Terpadu dan Penanaman Modal
(BPPFTPM) dapot dilihat - pada Tabel 1.

Tabel |, Hasil IKM Pada BPFTPM di Kabupaten Clamis

me BPPT Nilai KM Mut
idang Perijinan Keus dan
il prod e
Perijinan Pembangunan (77,94 Baik
PHI!I Perijinan Perekocomian.  [19.31 Bk
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. Evaluasi Implementasi E- Government Kabupaten Ciamis
E-governmeny di Kabupaten Ciamis telah  dioperasionalkan dengan situs  www.ciamiskab.go.id
menggunikan sisteim jaringan yang interkoneksi antar SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pelavanan publik. Pengembangan sistem e-goverrmment telah diikuti dengan pernbuatan Rencana Induk
Pengembangun E-Govermment Kabupaten Ciamis dan pembangunan infrastruktur yang interkoneksi
antar SKPD dengan sistem jaringan. serta pengembangan perangkal kems pendukungnya seperti
komputer, server, jaringan, hosting, domain dan hinnya. Pengembangan e-govermmens jugn diikuti
mmhwwlmmmmlmhmﬂwmmﬁmm
=hari.

Berdasarkan Tabel 1, hasii analisis IKM untuk  pelayanan publik yang dilakukon oleh BPPTPM
Kabupaten Ciamis menunjukkan baik dan memusskan masyarakat. Selain itu, BPPT Kobupoten Ciamis
sudah menyediakan kotak saren untuk mensmpung ketidakpussan atus layanan dari masyarakat. Dard 14
indilator pelayanan yang ditefit terdapat 3 indiknior dengan kniegon sangai balk, vaiiu ;

I. Bidang Perijinan Kesra dan Lingkungan, meliputl kemampuan pelugas luyanan, Kenyamanan

linghkungan, dan kesmanan lingkungan.
2. Bidang Ferijinan Pembangunan, meliputi kemampuan petugas inyanan.
3. Bidang Perijinan Perckonomian, meliputi kemampuan petugas lnyanan, kenyamanan lingkungan,
dan keamanon lingkungan.
Evalunsi implementasi e-govermmend pada Pemerintah Daernh Kabupaten Ciamis yang berhubungan
dengan pelayanan publik jugn menggunokan evaluasi implementasi e-govermmenr didasarkan pada
analisis sifat tansaksi dan pelayenan publik berbasis e-govermmens melalui domain clamiskab.go.id.
Evaluasi 'I'HIF']WEEIHE]. e-governmens lerschast hu’lq;nn unituk mengetabui m pada aspeh pengem
bangun e-government melnlui tingkotan persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfastan sesuai
dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003,
Dalam evaluasi implemeniasi e-govermmeny untuk peloksanadan peloyenan publik juga melakukan
tranaformasi sistem proses kerjs manunl ke sistem yang berbasis elektronik, Sesual dengan tujuan dan
fungsi e-governmeny, imnsformasi proses kerja dari sistern secar manual scharusnya terjadi perubahan
yang discsuaikan uniuk memengkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Namun
demikian, idak semus proses kerja deapat ditransformsl kedalom sistem elekironik mengingat sifal dan
jenis pekerjaan vang mengharuskan mengunakan sistem mamaal.
Aplikasi untuk mendukung implementsi  e-govermiment Pemerintah  Daerah Kabupaten  Chamis
dilakukan olch masing- masing SKPD dengan menggunakan link vang berbeda, Kotersedinan link yang
pihak Pemerindah Dacrah Kabupaten Ciamis dengan institusi atan instassi lain berkait

ernt dengan kebutuhan dan kepenitingan masyarakat merupakan jalan wtama menuju tercapai nyn tahapan
kctiga atay keempat dolam pengembangan dan implementasi e-government. Link hubungan yang di
maksud meliputi link Geovernment jo Govermnend (G20, Govermment f0 Buxinesy (G2B), Gaveriunent
fo Conmumers (G2C)
Jumiah SKPD yang ditempatkan pada situs web clamiskob gold scbanyak 18 SKPD, dengan jumlah
situs web SKPD vang dapat diakses sebanyak 16 SKPD, sedanghan 2 sins SKPD nidak  dapa
diakses. Sesusi Inpres No. 3 Tahun 2003, pengembangan dan implementssi e- governmend  unfuk
sfizp situs  web SKPD mayoritas sudoh mencapai tingkat 3 atau pemantapan, sedangkan pada
Hnglat 4 atau pemaninatan, sebanyak || SKPD yang memiliki fasilites untuk G20, 3 SKPD untuk
G28, dan 8 SKPD umuk G2C.
Sehagian besar situs web pada setlap SKPD Kabupaten Ciamis telsh menyediakan hubungan link amara
Pemerininh Doerah Kabupaten Clamis dengan masyarakat, dan pihak institusi yang bergerak dalam
bidang bisnis. Mamun hubungin tersebut masih berbentuk fink ke nstinusd yang masih dalam Hnghup
Wtemal Pemeriniah Daerah Kabupaten Clamis dan hubungan veriikal ke Pemerintah Pusat. Helum
dijumpal situs webaite Kabupaten Camis membuat hubungan ke pemerintah daerah lalnmya.
Ketersediann umpan balik melalui e-mail atau short messages service (SMS) vang disediakan oleh pihak
Daerah Kabupaten Ciamis bagi masyarakat luas merupakon penyedioan sarana unfuk
paikan berbagnl Keluhon, kritik dan samn. Hal ini berujuon agnr proses umpan balik dan
berknitan dengan keluhan, sarmn stow permohonan dapat langsung diterima atou di mondior

peiabat yang terkait.
. Keskmpulan
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Implementasi e-govermmen? wntuk pelavanan publik di Pemerintah Daermh Kabupaten Ciamizs masih
sangat kumang. Namun demikian, pihak pemeriniah Daerah Kabupaten Clamis terus berupaya untuk
memperbaikinya. Situs e-governien vang dapat diakses untuk mengetahul perkemhbangan pemerintah
daerah Kabupaten Ciamis sdalah dengan dapat mengakses clamiskob go id. Kondisi sat ini pengelolaan
e-govermnen) untuk pelayanan publik masih belum maksimal knrena belum sdanya unit kerja vang
mengkoordinasikan untuk setiap SKPD dalam pengelolnan ¢-govwernment untuk menjalankan nugas dan
fungsinyn, dun sejumish unit kerja lebih mengorah sesami dengan bidang tugasiya masing -masing.
Untuk meninghatkan pergelolaan e-government dalmn rangka peningkatsn kinerjs pelayanan publik di
PMMMMCMEMWMMHTMMM
kelembagnan yvang secara khusus mengelols e-government, Untuk dopot melakukan imegrasi sistemn
informasi dalam pengelolaan e-poverssmesd, periu adanva perubahan ketembagonn dalam SKPD veng
dapat mengkoordinasiken pengelolaan e-govermment pada semus SKPD.

Perubahan kelembagaan dalam pengelolaan e-genernment untuk peloyanan publik, diberikan dua
alternntif schagai bahan pertimbangan. Pertimn kelembagean SKPD dalam bentuk dinas stau badan
vang berperan dalam penyusunan perencunasn dan opernsional strategi TIK. dan yang kedun adalah
menjadi bagian dari dings atay badan yang sudsh ada suaty SKPD. Dengan memperhatiken beban fingsi
koordinasi antnr SKPD dan kerja yang aken diemban, serta berdasarkan pedoman strukiur organisasi,
maka disarankan agar semun bidang atau unit kerja TIK di bawah SKPD Dishubkominfo, sedangkan
Unit PDE. Unit Hubungan Masyaraks! (Humas) dan Unit Sandi & Telekommilasi (Sanel) dapat
mielebur menjadi bidang di bavwah SKPD Dishubkominio (ataw noma lakin) Kabupaten Clamis.
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